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PUTUSAN
Nomor 204/Pdt.GI2021/PA.M;
2y, ) ,
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara
dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 760xxxx, umur 26 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Rangas 31
Desember 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan
Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut
Pemohon.

melawan

TERMOHON, NIK 760xxxx, umur 23 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Rangas 9
November 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, bertempat kediaman di
Kabupaten Majene, disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memerikasa alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak
dengan suratnya tertanggal 3 November 2021 dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Majene pada Register Nomor
204/Pdt.G/2021/PA.Mj, tanggal 4 November 2021 telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jumat
tanggal 23 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1440 H.,
yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten
Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 23 Agustus 2019;
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Majene, selama 1 bulan dan
terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak (Ba'da
Dukhul);

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami
keretakan atau setidak-tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak
semula pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan atas dasar saling
mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon terjadi sejak bulan Oktober tahun 2019, yang disebabkan karena
Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali di kediaman rumah
orang tua Termohon tanpa alasan yang sabh;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon
berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2
tahun;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon
sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama
lain, dan ada upaya dari keluarga Pemohon maupun Termohon untuk
merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan
dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
-Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama
Majene;
-Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :
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- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak
hadir dan tidak pula mengutus kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil
dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
menyarankan kepada Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan
rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka
pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan  dalil-dalil
permohonannya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 23 Agustus 2019 dari
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, dinazegel dan
sesuai aslinya (P.);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi
keluarganya, yaitu:

1. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat
kediaman di Kabupaten Majene, sebagai saksi |, di bawah sumpahnya
menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi

Paman Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama Hasmiati;

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon

hidup rukun dan bahagia selayaknya pasangan suami isteri dan terakhir

tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai

anak;
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- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan
Termohon rukun, kemudian pada bulan Oktober 2019 mulai sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi
meninggalkan Pemohon dan kembali ke kediaman orang tua Termohon
tanpa alasan;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober 2019 tersebut antara
Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang
sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak
pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha
tersebut tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat
kediaman di Kabupaten Majene, sebagai saksi I, di bawah sumpahnya
menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi
adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama Hasmiati ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon
pernah hidup rukun selayaknya suami isteri dan terakhir tinggal di rumah
orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai
anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan
Termohon rukun, dan sejak bulan Oktober 2019 mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi
meninggalkan Pemohon dan kembali ke kediaman orang tua Termohon
tanpa alasan;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober 2019 tersebut antara
Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang
sudah 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 8 him. Putusan No 204/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,

keduanya tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha

tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon
menyatakan benar seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan
dan alat bukti/ saksi lagi dan mohon agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup
ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang

perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati
Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah
dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan
tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 149
ayat (1) RBg.);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan
bahwa sejak menikah pada bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan
Termohon hidup rukun namun tidak dikaruniai anak, dan kemudian bulan
Oktober 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai
perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal saat itu
juga yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun dikarenakan antara Pemohon
dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon pergi
meninggalkan Pemohon dan kembali ke kediaman orang tua Termohon tanpa

alasan;
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-daliinya tersebut Pemohon
mengajukan bukti surat P. dan menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik
yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh
karenanya berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara
Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut di atas masing-
masing pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah
terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan penyebabnya antara
Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon
pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke kediaman orang tua Termohon
tanpa alasan;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut
sebab keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangannya satu sama
lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal
309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas
ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
kembali sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim
berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik lagi dan
tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat
21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,
yakni “membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang” serta
“membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia” tidak terwujud
lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dari
pada mempertahankan perkawinan tersebut karena dinilai perkawinan
Pemohon dengan Termohon sudah pecah ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan
perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang
sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah
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sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,
maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah
Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

) YYVo Al (e gian all 5 1 G Mlllgase O

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah
beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang
perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan semua pasal dalam peraturan undang-undang dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Majene;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah

Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Majene pada hari
Selasa tanggal 23 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17
Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Samsidar, S.H.l., M.H. sebagai Hakim,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Samsidar, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP :Rp 70.000,00
- Biaya Proses :Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 240.000,00
- Pemberitahuag##¥ty
Meterai
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